PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 41 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan

Mengingat #1.

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun
anggaran 2006;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan

APBD tahun anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara, yang bersih dan bebasa dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeniksaan
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44009) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan
dan. Pengawasan atas Penyelenggaraan. Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor .4458);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
8 Tahun 2006,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
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4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja tidak langsung menurut
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula
berjumlah Rp. 226.135.332.225 bertambah sejumlah Rp. 12.360.861.000
sehingga menjadi Rp 238.496.193.225 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp 226.135.332.225

b. Bertambah/(berkurang) Rp 12.360.861.000
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 238.496.193.225

2. Belanja

a. Semula Rp 226.179.003.282

b. Bertambah/(berkurang) Rp 12.360.851.158
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 238.539.854.440
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (43.661.215)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp 43.671.057
2) Bertambah/(berkurang) Rp (9.842)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 43.661.215

b. Pengeluaran
1) Semula Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp -

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp -

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja

daerah;

2. Lampiran |l Rekapitulasi perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

3. Lampiran [l Rekapitulasi perubahan pendapatan menurut fungsi,

organisasi, dan jenis pendapatan;







organisasi, program, kegiatan dan jenis belanja,

6. Lampiran VI Rincian perubahan APBD berdasarkan fungsi, organisasi,
program, kegiatan, jenis pendapatan dan belanja;

7. Lampiran VIl Rincian perubahan APBD berdasarkan fungsi, organisasi,
jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;

8. Lampiran VIl Neraca daerah 1 (satu) tahun anggaran terakhir yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;

9. Lampiran IX Laporan arus kas 1 (satu) tahun anggaran terakhir yang
telah ditetapkan dengan peraturan daerah; dan

10. Lampiran X Catatan atas laporan keuangan 1 (satu) tahun anggaran
terakhir yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Lampiran XlI Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per
jabatan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 5
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 11 November 2006

BUPATI BONE BOLANGO |

ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
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KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 41







